PUTUSAN
Nomor <No Prk>/Pdt.G/2020/PTA.Bdg
> f % 1 -
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG
memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai
Talak antara:

Pembandingr, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini
memberi kuasa kepada Sunar, S.H., Advokad/Pengacara
Konsultan Hukum pada Kantor Sunar, S.H., & Rekan,
berkantor di Jalan Tridarma 111/29, Pondok Labu, Cilandak,
Jakarta Selatan, 12450, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 26 September 2019, semula sebagai Termohon
sekarang Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Kota Tangerang Selatan, semula sebagai
Pemohon sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Depok Nomor No prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 23 September 2019
Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441 Hijriyah yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon,;
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2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Pembandingr) di depan sidang Pengadilan Agama
Depok;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah kepada
Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) selama
masa iddah;

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut'ah kepada
Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta
rupiah);

4. Menetapkan hak asuh anak (hadlanah) yang bernama Anak Pemohon dan
Termohon, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2011 berada dalam asuhan
Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya;

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak pada
petitum nomor 4 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri;

6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk
membayar biaya perkara ini sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus enam ribu

rupiah);

Membaca berita acara sidang terakhir Pengadilan Agama Depok pada
hari Senin tanggal 23 September 2019 telah ternyata bahwa putusan tersebut
diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Agama Depok yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 7

Oktober 2019 Termohon/Pembanding melalui kuasa hukumnya telah
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mengajukan permohonan banding atas putusan tersebut, permohonan banding
mana telah pula diberitahukan kepada lawannya tanggal 17 Oktober 2019;

Membaca Surat Tanda Terima dari Panitera Pengdilan Agama Depok
Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 21 Oktober 2019 bahwa
Termohon/ Pembanding telah menyerahkan memori banding dan memori
banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 30
Oktober 2019;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengdilan Agama Depok Nomor
No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 14 November 2019 bahwa Pemohon/
Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding;

Membaca Surat Keterangan Panitera Pengdilan Agama Depok masing-
masing Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal 14 November 2019 bahwa
Pembanding dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara

(inzage);

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 10 Januari 2020 dengan
Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut
telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Depok dengan surat
Nomor W10-A/285/Hk.05/2020 tanggal 13 Januari 2020 yang tembusannya

disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan
oleh Pembanding untuk pemeriksaan ulang atas perkara ini pada tingkat
banding masih dalam tenggang waktu banding dan dengan cara sebagaimana
telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka

permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Banding
(MHTB) akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah
diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama
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(MHTP) untuk selanjutnya diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada
tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah MHTB mempelajari berkas perkara yang
terdiri dari berita acara persidangan, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya
yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang
diajukan oleh pihak Pemohon dan Termohon yang berperkara, salinan resmi
putusan Pengadilan Agama Depok Nomor No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk. tanggal
23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharram 1441
Hijriyah serta memori banding dari Pembanding, maka MHTB memberikan
pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding sebagaimana terurai dalam
memori bandingnya mengajukan keberatan pada pokoknya adalah sebagai
berikut:

Bahwa Pembanding merasa keberatan atas Keputusan Pengadilan Agama
Depok tersebut di atas, bailk mengenai sebagian pertimbangan-pertimbangan
hukumnya maupun amar putusannya berdasarkan dasar-dasar dan alasan-

alasan sebagai berikut di bawah ini:

. Bahwa sebelum majelis Hakim tingkat pertama sampai pada putusan
sesuai amarnya di atas, terlebih dahulu majelis Hakim telah memberikan
pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum yang
menyangkut mengenai nafkah lahir (nafkah terhutang) yang tidak
diberkan sama sekali;

2. Bahwa Pembanding.  keberatan atas pertimbangan hukum yang
menyangkut mengenai nafkah maskan dan kiswah yang terlalu kecil;

3. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum yang
menyangkut mengenai mut’ah terlalu kecil;

4. Bahwa Pembanding keberatan atas pertimbangan hukum yang
menyangkut mengenai biaya hadhanah untuk pemeliharaan dan

pendidikan anak yang nilai untuk setiap bulannya masih sangat kecil;
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. Bahwa menurut Pembanding keputusan Pengadilan Agama Depok Nomor

No Prk/Pdt.G/2019/PA.Dpk tanggal 23 September 2019, sebagian amarnya
memberatkan Pembanding sehingga perlu Pembanding/Termohon/
Penggugat Rekonvensi didalam memori banding ini menyatakan keberatan-
kebertan terhadap keputusan tersebut terutama dalam amarnya yang

berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi

1.

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah
kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta
rupiah) selama masa iddah;

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan mut’ah kepada
Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00
(empat juta rupiah);

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak
pada petitum nomor 4 sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus

ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa dan mandiri;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pembanding mohon

kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung, Cq

Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan

Banding ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding Pembandingr;

2. Membatalkan putusan Pengadilan —~Agama Depok Nomor No
Prk/Pdt.G/2019/ PA.Dpk tanggal 23 September 2019;

3. Mengadili sendiri, mengabulkan gugatan  rekonvensi  Penggugat
Rekonvensi/Pembanding;

4. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul,

Atau:

Apabila Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini

berpendapat lain mohon putuskan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);
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Menimbang, bahwa terhadap perkara ini MHTP telah melaksanakan
upaya perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama dan dilaksanakan melalui seorang mediator sdr. Syakhruddin,
S.HI., M.H., namun berdasarkan laporannya tanggal 22 Juli 2019 dinyatakan
tidak berhasil karena pihak tidak beri'tikad baik. Hal ini telah sesuai dengan
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan, bahkan setiap persidangan MHTP selalu berusaha mendamaikan

kedua pihak berperkara akan tetapi tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai alasan perceraian sebagaimana diuraikan
dalam surat permohonan Pemohon/Terbanding, MHTB berpendapat bahwa
apa yang telah dipertimbangkan oleh MHTP secara mutatis mutandis
sepanjang tidak dipertimbangkanlain dan sejalan dengan pendapat MHTB
dalam putusan banding ini, MHTB menyatakan sependapat dan menyetujuinya
serta mengambil alih menjadi pendapat MHTB sendiri karena telah didasarkan

dan sesuai dengan fakta dan ketentuan hukum yang berkaitan dengannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan tersebut didasarkan
kepada alasan perceraian pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan yaitu “antara suami dan istri terus-menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi
dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan
sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran SEMA Nomor 4 Tahun
2014 angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken
marriage) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;

2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
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3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya
sebagai suami istri;

4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal Bersama,;

5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL,

KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa bila semua atau beberapa bahkan salah satu dari
hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus

dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta
hukum tersebut, MHTB berpendapat bahwa keadaan rumah tangga/ikatan
perkawinan kedua belah pihak telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup
rukun kembali dalam keluarga bahagia, tidak mungkin lagi untuk dipertahankan
dalam ikatan perkawinan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud
dalam Algur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam vyaitu pada pokoknya
membentuk keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan
rahmah tidak bisa lagi diwujudkan oleh Pembanding dan Terbanding. Bahkan
jika keadaan seperti itu dibiarkan akan timbul kemadlaratan bagi salah satu
atau kedua-duanya, oleh karenanya, maka menurut MHTB alasan/dalil-dalil
Terbanding telah terbukti menurut hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf
() Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena -itu permohonan tersebut dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa MHTB memandang perlu pula menunjuk
Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990
yang menyatakan bahwa “apabila salah satu dari suami istri pergi
meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak mau kembali untuk rukun,
maka sudah merupakan bukti antara suami istri itu telah terjadi perselisihan
secara terus menerus, dengan tanpa mempersoalkan siapa yang salah dan

siapa sebagai penyebab terjadinya pertengkaran, maka permohonan Pemohon
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tersebut dianggap telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur
dalam Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam”;
Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan Pembanding khusus
mengenai nafkah  lampau, mut'ah dan nafkah anak tersebut, MHTB

memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam petitum angka 2 menuntut agar
Pembanding untuk memberikan nafkah lahir sebesar Rp3.900.000,00 (tiga juta
sembilan ratus rebu rupiah) perbulan atau minimal sebesar 1/3 (sepertiga) dari
total nilai upah/penghasilan yang diterima oleh Terbanding setiap bulannya
ditambah nafkah yang selama ini tidak dipenuhi oleh Terbanding yang apabila
dijumlahkan selama kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sebesar
Rp70.200.000,00 (tujuh pulu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, MHTB berpendapat
bahwa ternyata tidak didasari posita yang jelas, rinci dan lengkap, yakni berapa
penghasilan Terbanding setiap bulannya dan berapa pula biasanya
Pembanding ketika masih rukun setiap bulan memberikan nafkah kepada
Pembanding, bahkan dengan menambahkan tuntutan gaji 1/3 dari nilai
upah/gaji total penghasilan, hal ini sama sekali tidak mempunyai dasar hukum,
karena tuntutan penbagian 1/3 gaji tersebut hanya berlaku bagi PNS/ASN,
sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983. Oleh karena itu
MHTB berpendapat bahwa tuntutan Pembanding tersebut termasuk kedalam
gutatan yang obscuur libellkabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat
diterima (Niet Onvanklijke verklaard/N.O);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tentang nafkah
selama iddah, uang mut'ah dan nafkah anak sesuai dengan ketentuan yang
tercantum dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka III huruf A angka 2. Hakim
harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta

kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/atau
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anak. Oleh karenanya terhadap tuntutan Pembanding tersebut di atas, MHTB
akan memberikan pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah selama iddah, MHTB
dapat menyetujui dan sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan
diputus oleh MHTP sehingga pendapat MHTP tersebut diambil alih menjadi
pendapat MHTB sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Pembanding tentang jumlah
nominal uang mut'ah yang dinilai terlalu sedikit, MHTB pada pokoknya
sependapat dengan Pembanding, hanya atas dasar pertimbangan tersebut di
atas, jumlah nominal uang mut’ah yang harus dibayar oleh Terbanding kepada
Pembanding sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah anak bernama Anak
Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di Jakarta, 18 Juli 2011, MHTB
berpendapat bahwa Terbanding sebagai ayah kandung dari anak tersebut
mempunyai kewajiban untuk menanggung biaya pemeliharaan anak sesuai
dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan:
"Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya®”. Dengan demikian MHTB
sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh MHTP
bahwa Terbanding harus dibebani untuk membayar nafkah anak setiap bulan
sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berumur 21 tahun di luar biaya
pendidikan dan kesehatan dengan nominal sebagaimana tercantum dalam
amar putusan, karena telah sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan
kebutuhan dasar hidup anak tersebut. MHTB perlu pula memberikan
pertimbangan bahwa Terbanding sebagai ayah kandung anak tersebut sesuai
ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2018 huruf C angka 14, maka amar mengenai
pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan panambahan 15 % per
tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
Oleh karena itu MHTB akan memperbaiki amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk memastikan pelaksanaan pembayaran nafkah
iddah dan mut’ah oleh Terbanding kepada Pembanding harus dilaksanakan

pada saat sebelum pengucapan ikrar talak. Hal ini sesuai dengan ketentuan
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SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C pada pokoknya menyatakan: ”.... dibayar
sebelum pengucapan ikrar talak. lkrar Talak dapat dilaksanakan bila istri tidak

keberatan atau suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu ....”;

Menimbang, bahwa ternyata MHTP dalam amar putusan angka 4:
“‘Menetapkan hak asuh anak (hadlanah) yang bernama Anak Pemohon dan
Termohon, lahir di Jakarta pada tanggal 18 Juli 2011 berada dalam asuhan
Penggugat Rekonvensi, sebagai ibu kandungnya”. Hal ini tidak diperbolehkan
karena termasuk mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut (ultra petita), sesuai
ketentuan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 angka Il huruf A angka 9, oleh
karena itu MHTB akan membuang amar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, MHTB berpendapat putusan MHTP a quo dipandang sudah tepat dan
benar serta patut untuk dikuatkan dengan tambahan pertimbangan dan
perbaikan amar putusan tersebut sehingga selengkapnya sebagaimana dalam
putusan ini. Hal ini sesuai dengan pendapat ulama yang tertuang dalam Kitab
Bughyatul Musytarsyidin halaman 274 yang diambil alih menjadi pendapat
MHTB sendiri yang berbunyi:

43 el san 5 Lag gl dainally oS of (553 oSy olil) eyl eI 5 snY s

"Tidak bisa dibantah putusan hakim atau fatwanya, apabila hakim telah

memutus berdasarkan dalil yang mu’tamad atau dikuatkan oleh hukum®;
Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang
Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara
pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat

Rekonvensi dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan Hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;
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MENGADILI

Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menguatkan putusan Pengadilan Agama Depok Nomor No Prk/Pdt.G/2019/

PA.Dpk tanggal 23 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 23

Muharram 1441 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnya

sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1.

2.

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (Pembandingr) di depan sidang Pengadilan

Agama Depok;

Dalam Rekonvensi

5.

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum

pengucapan ikrar talak berupa:
a. Nafkah selama iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
b. Mut'ah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak
bernama Anak Pemohon dan Termohon, laki-laki, lahir di Jakarta, tangga
18 Juli 2011 sejumlah Rpl1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah)
setiap bulan sampai anak mandiri/dewasa berumur 21 tahun dengan
penambahan sejumlah 15% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar
biaya pendidikan dan kesehatan;

Menyatakan gugatan Penggugat tentang nafkah lampau tidak dapat
diterima (Niet Onvanklijke verklaard/N.O);

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



- Membebankan kepada Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar
biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp606.000,00 (enam ratus

enam ribu rupiah);

[ll. Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pembanding
sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020
Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadilawal 1441 Hijriah oleh kami
Drs. H. Muslih. Munawar, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Drs. H. Faisol, S.H.,
M.H. dan Drs. H. D. Abdullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota
yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
tanggal 13 Januari 2020 Nomor Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg telah ditunjuk untuk
memeriksa dan mengadili perkara ini-dalam tingkat banding dan putusan
tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2020 Masehi bertepatan
dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1441 Hijriah dengan didampingi oleh para
Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Defrialdi, S.H., sebagai Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,
ttd

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
DR. Drs. H. Faisol, S.H, M.H. Drs. H. D. Abdullah, S. H.

Panitera Pengganti,
ttd

Defrialdi, S.H.

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



Perincian biaya perkara:
1. Biaya Pemberkasan ........ Rp134.000,00

2. Biayaredaksi................... Rp 10.000,00
3. Biaya Materai .................. Rp 6.000,00
Jumlah..............oc Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. Prk/Pdt.G/2020/PTA.Bdg



